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ABSTRAK
Kata Kunci: Intensifikasi pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung yang diterapkan
Evaluasi. Pajak, melalui beberapa hal seperti pembuatan aplikasi, pemberian diskon dan layanan
Intensifikasi Pemungutan Jainnya belum mampu untuk membuat 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung
PBB-P2 mencapai persentase 100% disetiap daerahnya yang dikarenakan sosialisasi yang

dilakukan masih kurang maksimal dan mungkin kurang menarik para wajib pajak
sehingga berpengaruh pada kesadaran sebagian wajib pajak yang masih
menganggap pembayaran PBB-P2 bukanlah sebuah kewajiban.

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan pemerintah
daerah untuk membangun daerahnya seperti memperbaiki infrastruktur atau digunakan untuk
mensejahterahkan warganya. Sumber keuangan daerah berasal dari bagian-bagian yang
diserahkan oleh pusat kepada daerah. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah sumber pendapatan daerah terdiri dari : (1). Pendapatan Asli
Daerah yang terdiri dari; a). Pajak Daerah, b).Retribusi Daerah, c¢). Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang dipisahkan, d). Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. (2).
Pendapatan Transfer. (3). Lain-lain Pendapatan Daerah. Selain itu mengenai salah satu
pendapatan asli daerah diperkuat kembali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimana terdapat 5 jenis pajak yang
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dipungut oleh provinsi dan 11 jenis pajak yang dipungut oleh kabupaten/kota yang salah
satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB- P2).

Penerapan PBB-P2 di kabupaten/kota oleh pemerintah daerah merupakan hal yang baru,
karena sebelumnya seluruh pengelolaan pajak bumi dan bangunan berada pada wewenang
pemerintah pusat. Hal ini dilakukan alam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, maka
berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 terhitung mulai Januari 2010 pengelolaannya
diserahkan kepada kabupeten/kota dan paling lambat dilaksanakan pada Januari tahun 2014.
Adapun yang dimaksud dengan PBB-P2 berdasarkan pasal 1 angka 37 UU Nomor 28 Tahun
2009 adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, atau dimanfaatan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan. Ketiga objek yang dikecualikan tersebut tetap menjadi
kewenangan dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukan bahwa PBB-P2 mempunyai objek
yang sangat luas sehingga cukup potensial dalam meningkakan pendapatan asli daerah
termasuk di Kota Bandar Lampung yang merupakan daerah otonom. Penerapan pengelolaan
PBB-P2 ini dimulai Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sejak tahun 2013.
Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung (PERWAL) Nomor 09 tahun 2015
Tentang Pelimpahan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan bahwa
yang yang memiliki wewenang secara penuh dalam pelaksanaan pemungutan PBB-P2 ialah
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD). Sebagai perangkat daerah dibidang
pengelolaan keuangan daerah BPPRD memiliki tanggungjawab pada bidang pajak untuk
menyusun program, menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka pemungutan, pengelolaan,
pendataan serta upaya intensifikasi pajak hingga menyusun potensi dan target pajak di Kota
Bandar Lampung.

Berdasarkan data dari BPPRD Kota Bandar Lampung tahun 2021 bahwa hampir seluruh
kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung belum mencapai target dalam pemungutan
PBB- P2. Terdapat 20 kecamatan yang memiliki potensi namun dalam pemungutan PBB-P2
nya belum begitu maksimal dengan persentase target yang berhasil dicapai untuk setiap
kecamatan yaitu: 1). Kecamatan Kedaton 48%, 2). Kecamatan Sukarame 40%, 3).

Kecamatan Tanjungkarang Barat 26%, 4). Kecamatan Panjang 86%, 35)
Kecamatan  Tanjungkarang Timur 39%, 6) Kecamatan Tanjungkarang Pusat 44%,
7). Kecamatan Teluk Betung Selatan 62%, 8)Kecamatan Teluk Betung Barat

64%, 9)Kecamatan Teluk Betung Utara 33%, 10) Kecamatan Rajabasa 35%, 11).
Kecamatan Tanjung Senang 24%, 12). Kecamatan Sukabumi 49%, 13) Kecamatan
Kemiling 25%, 14) Kecamatan Labuhan Ratu 34%, 15). Kecamatan Way Halim 56%, 16).
Kecamatan Langkapura 61%, 17). Kecamatan  Enggal 52%, 18). Kecamatan
Kedamaian 40%, 19). Kecamatan Teluk Betung Timur 26%, 20). Kecamatan Bumi Waras
49%  dengan  jumlah  keseluruhan pencapaian pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar
Lampung hanya 45%. Dari persentasi tersebut dapat disimpulkan bahwa perlu ada upaya-
upaya lebih atau intensifikasi oleh BPPRD guna meningkatan penerimaan pemungutan PBB-
P2.

B. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan
menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun fokus dalam penelitian ini adalah ialah
empat indikator evaluasi kebijakan Menurut Menurut Bridgman & Davis (Khasna, 2021:31),
yaitu :

a. Indikator Input, pada point ini peneliti akan mengevaluasi bagaimana sumberdaya
pendukung di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar
Lampung dan 3 kecamatan di Kota Bandar Lampung melakukan tugasnya, seperti
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sumber daya manusia, biaya serta sarana dan prasarana dalam pemungutan PBB-
P2.

b. Indikator Process, pada point ini peneliti akan mengevaluasi proses pelaksanaan
pemungutan PBB-P2 oleh Badan Penglola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)
Kota Bandar Lampung.

c. Indikator Output (hasil), pada point ini peneliti dapat melihat hasil dari
pemungutan PBB-P2 apakah sudah sesuai target atau masih belum mencapai target

d. Indikator Outcomes (dampak), pada point ini peneliti ingin mengetahui apakah
intensifikasi pemungutan PBB-P2 dapat membuat para wajib pajak menjadi taat
pajak.

Sedangkan jenis dan sumber data penelitian yang digunakan ialah data primer dan data
sekunder, data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dan observasi secara
langsung ke lapangan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku cetak,
dokumentasi kegiatan dan beberapa sumber yang bersal dari situs internet yang berhubungan
dengan tujuan penelitian. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisa data adalah
teknik reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Teknik keabsahan data yang
digunakan ialah perpanjangan pengamatan, triangulasi dan kebergantungan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang didapatkan berdasarkan hasil
wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti mengenai Evaluasi Intensifikasi
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan
PAD di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan fokus yang telah ditentukan sebelumnya dan
sesuai dengan rumusan masalah yang ingin ditemukan jawabannya, maka uraian hasil
penelitian tersebut dihasilkan dengan fokus tersebut. Adapun uraian tersebut sebagai berikut :

Indikator Input

Untuk mendukung pelaksanaan intensifikasi pemungutan pajak oleh BPPRD Kota Bandar
Lampung melakukan beberapa hal yaitu memberikan penjelasan terkait tanggungjawab
kepada pegawai secara cukup intens yang disampaikan pada saat apel atau rapat pegawai,
melakukan inovasi-inovasi seperti peluncuran aplikasi L-online yang mana BPPRD Kota
Bandar Lampung dan Bank Lampung bekerjasama untuk pembayaran PBB-P2 secara online
serta pembuatan website SISMIOP yang digunakan kecamatan dan kelurahan untuk melihat
berapa persen capaian target. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa pendapat dari
warga selaku wajib pajak memberikan tanggapan yang berbeda terkait aplikasi tersebut, ada
wajib pajak yang telah mengetahui pembayaran PBB-P2 secara online melalui media sosial
dan sumber lainnya tapi belum menggunakannya karena kurang memahami teknologi dan
lebih merasa puas saat melakukan pembayaran PBB-P2 secara offline di Bank Lampung
hingga wajib pajak yang belum mengetahui sama sekali tentang pembayaran PBB-P2 melalui
aplikasi online yang disediakan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu perlu
dilakukan penyebaran informasi mengenai aplikasi tersebut secara lebih intens dan detail
terhadap penggunaan aplikasi pembayaran pajak online tersebut agar para wajib pajak dapat
memahaminya dengan baik.
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Indikator Process

Proses pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung dilakukan dengan urut yaitu
berawal dari BPPRD Kota Bandar Lampung yang memberikan SPPT PBB-P2 kepada
kecamatan yang selanjutnya akan dibagikan dari kecamatan ke kelurahan dan setelah itu
kelurahan akan membagikannya lagi kepada para RT yang setelah itu para RT akan
membagikan kepada masyarakat atau Wajib Pajak untuk segera dilakukan pembayaran PBB-
P2 melalui online atau offline di Bank Lampung sebagai pihak yang ditunjuk sebagai tempat
pembayaran PBB-P2 yang mana hal ini juga ditegaskan oleh masyarakat selaku wajib pajak.
Selain itu pembayaran pajak juga dapat dititipkan melalui RT masing-masing, nanti RT yang
akan melanjutkan pembayaran ke Bank Lampung. Hal ini sebagai salah satu upaya
mempermudah para wajib pajak agar tidak alasan untuk menunggak tagihan PBB-P2.

Indikator Output

Hasil dari intensifikasi pajak yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung dan
Kecamatan, Kelurahan hingga para RT di Kota Bandar Lampung masih belum dapat
membuat target pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung tercapai. Hasil dari
pembuatan aplikasi pembayaran PBB-P2 secara online pun belum mampu meningkatkan
target pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung karena masyarakat masih banyak yang
belum paham bagaimana cara mengoperasikannya. Selain itu kesadaran sebagian wajib untuk
membayar kewajibannya juga mempengaruhi hasil capaian target pemungutan PBB-P2 di
Kota Bandar Lmapung, memang tidak semua wajib pajak melanggar tapi masih ada wajib
pajak yang belum membayar tagihan PBB-P2 secara rutin tiap tahunnya.

Indikator Outcome

Selain tujuan, hal yang menjadi perhatian khusus ialah mengenai dampak yang
ditimbulkan untuk jangka panjang dari intensifikasi pemungutan PBB-P2 yang dilakukan.
Sejauh ini pelaksanaan intensifikasi pemungutan PBB-P2 belum begitu terlihat, hal ini
dipengaruhi karena kesadaran masyarakat yang menjadi wajib pajak masih rendah. Selain itu
rasa tanggung jawab dan pemahaman mengenai penggunaan pajak yang belum diketahui
dengan benar oleh wajib pajak juga membuat dampak dari intensifikasi pemungutan PBB-P2
terhambat. Untuk mengatasi hal ini masih harus terus dilakukan upaya-upaya seperti
mengingatkan dan menghimbau.

D. KESIMPULAN
Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang Intensifikasi Pemungutan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli
Daerah di Kota Bandar Lampung Pada Periode 2021 (Studi Pada Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung) maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Indikator Input, dilakukan dengan mengadakan peluncuran aplikasi L- Online
dengan tujuan mempermudah Wajib Pajak dalam membayar pajak agar dapat
dilakukan secara online dan website SISMIOP untuk para petugas lapangan yaitu
kecamatan agar dapat terus memantau jumlah persentasi pencapaian target
didaerahnya masing-masing.

2. Indikator Process, dilakukan dengan alur pemberian SPPT dari BPPRD Kota
Bandar Lampung selanjutnya disebar ke 20 kecamatan untuk kemudian
disampaikan ke kelurahan masing- masing untuk diberi kepada para RT dan para
RT akan memberikannya langsung kepada masyarakat.

3. Indikator Output, hasil yang ditimbulkan dari pelaksanaan intensifikasi
pemungutan PBB-P2 di Kota Bandar Lampung masih belum begitu maksimal
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karena 3 tahun terakhir yaitu dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pemungutan PBB-
P2 belum pernah mencapai target.

4. Indikator Outcome, karena hasil yang didapatkan dari intensifikasi pemungutan
PBB-P2 belum maksimal hal ini berpengaruh pada dampak dari kegiatan tersebut
dengan begitu dampak yang ditimbulkan pun  tidak begitu berpengaruh.

Saran
Adapun saran yang perlu disampaikan oleh peneliti dan diharapkan dapat menjadi bahan
perbaikan untuk berbagai pihak ialah sebagai berikut :

1. Karena kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah dan untuk meningkatkan hal
tersebut dapat dilakukan dengan cara pemberian reward kepada Wajib Pajak yang
membayar pajak secara tepat jadwal.

2. Perlu dilakukannya sistem punishment atau pemberian sanksi yang serius kepada
Wajib Pajak yang sering menunggak pembayaran pajak.

3. Perlu diadakannya sosialisasi yang lebih terjadwal dengan masyarakat yang
dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung, Kecamatan maupun Kelurahan
yang dikoordinir oleh para RT.
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